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ABSTRAK 

 

 

 

DWI TIA NINGRUM. Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik 

Pemerintah Daerah terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kota dan 

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021). 

 

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah daerah kota dan kabupaten di 

Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh faktor keuangan dan karakteristik pemerintah daerah 

terhadap financial distress pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi 

Jawa Tengah Periode 2017-2021.  

Riset ini menggunakan jenis riset asosiatif kausal dengan pendekatan 

kuantitatif. Dalam menentukan sampel, menggunakan metode purposive sampling 

dengan populasi semua kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-

2021. Penelitian ini memanfaatkan delapan variabel bebas dan instrumen olah data 

yang digunakan berupa Microsoft Excel dan Econometric Views (E-Views) versi 10 

dengan model regresi data panel.  

Hasil dalam penelitian ini yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi 

berpengaruh terhadap financial distress. Sementara enam variabel lainnya (rasio 

pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, rasio solvabilitas luas wilayah, jumlah 

penduduk, dan opini audit) tidak berpengaruh terhadap financial distress. Variabel 

bebas hanya dapat menjelaskan sebesar 0,345783. Artinya hanya 34,57% terhadap 

financial distress. Sementara sisanya 65,43% dijelaskan oleh variabel independen 

lain diluar penelitian. 

 

Kata Kunci: Faktor Keuangan, Financial Distress, Karakteristik Pemerintah, 

Pelayanan Publik.
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ABSTRACT 

 

 

 

DWI TIA NINGRUM. The Effect of Financial Factors and Local Government 

Characteristics on Financial Distress (Empirical Study of Cities and Districts in Central 

Java Province for the 2017-2021 Period). 

 
This research was conducted in the local government of cities and regencies in Central Java 

Province. The purpose of this study was to identify and analyze the effect of financial factors and local 

government characteristics on financial distress in city and district regional governments in Central 

Java Province for the 2017-2021 period. 

This research uses causal associative research with a quantitative approach. In determining 

the sample, a purposive sampling method was used with a population of all regencies and cities in 

Central Java Province for the 2017-2021 period. This study utilized eight independen variables and 

data processing instruments used in the form of Microsoft Excel and Econometric Views (E-Views) 

version 10 with a panel data regression model. 

The results in this study are the effectiveness ratio and efficiency ratio that affect financial 

distress. While the other six variables (income growth ratio, independence ratio, solvency ratio for 

area, population, and audit opinion) have no effect on financial distress. The independen variable can 

only explain 0.345783. This means only 34.57% of financial distress. While the remaining 65.43% is 

explained by other independen variables outside the study. 

 

Keywords: Financial Factors, Financial Distress, Government Characteristics, Public 

Services  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil 

keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah 

sebagai berikut. 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ث 

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س 

 Syin Sy es dan ye ش 

 Sad Ș es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط 

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ 

 Ain ʼ koma terbalik (di atas) ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل 

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Ha H Ha ه

 Hamzah ˋ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

2. Vokal 

Vokal Tunggal Vokal Rangkap Vokal Panjang 

 ā = أ  a = ا´

 ī = إي ai = ا ´  ˚ي  i = ا ¸

و  u = ا˚  ̊́  ū = أ˚و au = ا 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat 

dan huruf 
Nama 

Huruf dan 

tanda 
Nama 

يَ ...ا ... َ Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya I i dan garis di atas ....ىَ 

 Dammah dan wau U u dan garis di atas .....وَ 

4. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.  

Contoh: 

لت يمجأة مر  ditulis mar’atun jamīlah  

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/.  

Contoh: 

مت طاف  ditulis fāṭimah 
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5. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi syaddad tersebut. Contoh: 

ا نبر  ditulis rabbanā 

ر ب لا  ditulis al-birr 

6. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: 

 ditulis asy-syamsu الشمس 

 ditulis ar-rajulu الرجل 

 ditulis as-sayyidah  السيدة

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh: 

 

 

 

7. Huruf hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan apostrof /`/. Contoh: 

 ditulis umirtu أمرث

 ditulis syai`un شىء

ر مقل ا   Ditulis al-qamar 

ديع ب ل ا   Ditulis al-badīʼ 

الل ج لا   Ditulis al-jalāl 
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8. Penulisan Kata 

Padaَdasarnyaَsetiapَkata,َbaikَfi’il,َisimَmaupunَharfَditulisَterpisahََ

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata 

lain yang mengikutinya. Contoh : 

يْمَ  اه  ل يْلَ إ بر  الْخ   Ibrāhĭmَal-Khalĭl 

Ibrāhĭmul-Khalĭl 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

Tajwid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesuksesan otonomi daerah dapat tercermin dari kualitas pelayanan 

publik yang diberikan. Citra positif suatu pemerintah daerah juga dapat terlihat 

dari kualitas pelayanan publiknya. Kualitas pelayanan publik di Indonesia 

menduduki peringkat ke- 82 dari 176 negara. Hal ini berdasarkan hasil survei 

kepuasan The Global Economy pada tahun 2019. Menurut Nainggolan (2020) 

negara dengan pelayanan terbaik adalah Negara Finlandia, Negara Belanda, 

Negara Jerman, Negara Norwegia, dan Negara Swedia. Sementara pada tahun 

2021, berdasarkan UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009, undang-undang 

yang mengatur mengenai pelayanan publik melakukan survei kepatuhan dari 

instansi di Negara Indonesia yaitu dengan 15 lembaga, 98 kota, 24 kementerian, 

34 provinsi, dihasilkan data sebagai berikut (Ombudsman Republik Indonesia, 

2021, hlm. 66–67). 

Tabel 1. 1 Hasil Survei Kepatuhan Instansi Republik Indonesia 

Instansi Kategori Jumlah 

Merah Kuning Hijau 

Kementerian 0 7 17 24 

Lembaga 0 3 12 15 

Provinsi 2 19 13 34 

Kota 3 61 34 98 

 Sumber: (Ombudsman Republik Indonesia, 2022) 

Berdasarkan hasil survei kepatuhan tersebut, penilaian kepatuhan 

dikategorikan menjadi tiga yaitu rapor merah untuk instansi dengan kepatuhan 

rendah, rapor kuning untuk instansi dengan kepatuhan cukup atau sedang, dan 
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rapor hijau untuk instansi dengan kepatuhan tinggi.  Sehingga mengacu pada 

rapor tersebut dapat dikatakan pelayanan publik di lingkungan kementerian dan 

lingkungan lembaga tinggi. Akan tetapi, di lingkungan provinsi dan kota cukup 

atau sedang.  

Merujuk pada hasil tersebut, secara umum pelayanan publik di 

Indonesia perlu ada pembenahan. Hal ini dikuatkan dengan adanya pengaduan 

tentang kualitas layanan yang dirasa cukup rendah pada tahun 2019 yaitu 

sebanyak 1.690 pengaduan serta mengenai kualitas layanan yang khusus pada 

tingkat pemerintah daerah sebanyak 2.274 pengaduan (Nainggolan, 2020). Data 

di atas juga menunjukkan kualitas layanan publik di Indonesia masih harus 

ditingkatkan termasuk di pemerintah daerah, yang masih tinggi tingkat 

kepatuhan sedang dan tingkat kepatuhan rendah. Padahal pelayanan publik 

menjadi hal yang krusial. Bahkan menurut Ria, dkk (2015) pelayanan publik 

merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang perlu diperhatikan pemerintah.  

Berkaitan dengan pelayanan publik dalam Islam, Islam juga menaruh 

perhatian yang besar terhadap pelayanan publik. Bahwasanya konsep seorang 

pejabat hendaknya menjalankan amanah dan berbuat adil terhadap rakyatnya, 

sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 58. 

 

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 
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Menurut Yusuf al-Qardhawi, ayat tersebut ditujukan kepada para 

pejabat agar melaksanakan amanat dan ditujukan kepada hakim agar 

menghukumi dengan adil. Hal tersebut merupakan peringatan akan adanya 

kerusakan umat dan negara jika kedua hal tersebut tidak dilaksanakan. 

(Musyafaah dan Wijaya, 2020). Maka dari itu pemerintah sudah semestinya 

memberikan pelayanan terbaiknya kepada rakyat sesuai dengan porsi peraturan 

yang ada. 

Pemerintah daerah merupakan suatu organisasi publik yang menaungi 

dan dimiliki oleh suatu daerah. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang bupati 

atau walikota. Kewenangan pemerintah daerah merupakan instruksi dari 

pemerintah pusat berdasarkan otonomi daerah. Salah satu kewenangan tersebut 

adalah pengelolaan keuangan daerah dimana pemerintah daerah diberikan 

kewenangan dalam mengatur pendapatan serta belanja untuk menjalankan 

pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Maka dari itu perlu 

diketahui kondisi keuangan pemerintah daerah agar tujuan utama terlaksananya 

otonomi daerah bisa tercapai tanpa terkendala kesulitan keuangan atau biasa 

disebut dengan financial distress. 

Menurut Rizki, dkk (2021) financial distress adalah salah satu berita 

atau kabar yang tidak mengenakan. Financial distress merupakan hal asing 

yang pertama kali dikenalkan di sektor swasta seperti perusahaan. Akan tetapi 

hal ini juga dapat terjadi pada sektor publik seperti pemerintahan. Menurut 

Pitaloka dan Guritno (2021),  financial distress merupakan keadaan keuangan 

yang mengalami penurunan atau kemerosotan sehingga dapat menyebabkan 
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kinerja keuangan tidak stabil. Menurut Yanti (2018) financial distress yang 

terjadi di pemerintahan adalah ketidaksanggupan pemerintah dalam 

memberikan pelayanan yang telah disetujui dan ditetapkan. Di negara-negara 

Eropa, adanya financial distress disebabkan karena angka defisit yang terlalu 

tinggi dengan kenaikan pendapatan yang tidak mampu menutup defisit 

anggaran pengeluaran. Sehingga tidak mampu memberikan pelayanan publik 

secara optimal kepada masyarakat.  

Angka defisit yang terlalu tinggi juga terjadi pada salah satu pemerintah 

daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Joglosemar.com (2022) 

disebutkan bahwa pada tahun 2023 diproyeksikan Kabupaten Sragen memiliki 

defisit yang mencapai Rp 315 miliar. Sebelumnya pada tahun 2022 Kabupaten 

Sragen juga mengalami defisit sebesar Rp. 285 miliar. Kenaikan defisit Rp. 30 

miliar tersebut merupakan sejarah terbesar Kabupaten Sragen. Menurut Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Komisi II, angka tersebut dapat naik lebih tinggi 

lagi. Alasan adanya angka defisit tersebut karena anggaran belanja rutin untuk 

pembayaran gaji pegawai dan pegawai pemerintah kontrak (PPPK). Kabupaten 

Sragen akan menutup angka defisit dengan Silpa tahun berjalan. Akan tetapi 

menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi II, terlalu besarnya angka 

defisit tersebut menunjukkan ketidakseimbangan komposisi anggaran. 

Sehingga dapat terindikasi adanya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan 

pendapatan pemerintah 

Menurut Windiyanti & Isfaatun (2019) financial distress menjadi titik 

masalah pemerintah yang tidak memiliki anggaran dalam mencukupi 
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penyediaan pelayanan publik. Financial distress dalam sektor publik adalah 

kurangnya kemampuan pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya baik 

aktivitas operasi, hutang, infrastruktur, maupun pembangunan lainnya yang 

bertujuan memenuhi pelayanan kepada masyarakat sesuai kebijakan yang telah 

ditetapkan. Menurut Andita (2016) financial distress dapat berpotensi tinggi 

jika pemerintah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah dengan 

proporsi yang tidak seimbang yaitu belanja pegawai melebihi proporsi target 

sedangkan belanja modal kurang dari proporsi pada umumnya. Padahal alokasi 

pada belanja modal memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.  

Fenomena yang sering terjadi dan berhubungan dengan financial 

distress biasanya disebabkan oleh pengalokasian belanja modal yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah kurang dari 30% sehingga daerah tersebut belum bisa 

atau belum mampu melakukan investasi dengan baik dalam semua kegiatan 

pemerintahan yang bertujuan memberikan layanan terbaik untuk kesejahteraan 

masyarakat atau publik. Fenomena ketimpangan pada alokasi belanja tersebut 

dapat menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang belum 

optimal. 

Menurut Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian 

Dalam Negeri menyampaikan bahwasanya standar mutu yang sudah ditetapkan 

kepada tiap-tiap daerah untuk menghadapi financial distress ditetapkan 

minimum 30% untuk masing-masing belanja modal tiap daerah (Berita satu, 

2021). Hal ini dikuatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
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(RPJMN) juga dijelaskan bahwa persentase belanja modal yang menjadi tolak 

ukur financial distress dalam sebuah daerah harus berporsi minimal 30% 

(Elfiyana dan Arza, 2022) 

Sementara berdasarkan data forum indonesia untuk transparansi 

anggaran, struktur belanja daerah Provinsi Jawa Tengah masih didominasi oleh 

belanja pegawai pada tahun 2011. Bahkan lima kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah masuk dalam daftar kota dan kabupaten yang memiliki belanja pegawai 

melebihi 60% dalam APBD 2011. Yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, 

Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Karanganyar. 

Sedangkan belanja modal rata-rata hanya 15% (ICW, 2011). Berikut ini akan 

disajikan tabel perbandingan pengalokasian belanja pemerintah daerah kota dan 

kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. 

Tabel 1. 2 Perbandingan Alokasi Belanja Pegawai dan Total Belanja Modal 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 

No. 
Nama Kota dan 

Kabupaten 

Alokasi Belanja 

Pegawai 

Alokasi Belanja 

Modal 

1 Kabupaten Banjarnegara 40% 14% 

2 Kabupaten Banyumas 50% 15% 

3 Kabupaten Batang 51% 14% 

4 Kabupaten  Blora 40% 14% 

5 Kabupaten Boyolali 50% 24% 

6 Kabupaten Brebes 34% 14% 

7 Kabupaten Cilacap 37% 18% 

8 Kabupaten Demak 45% 15% 

9 Kabupaten Grobogan 37% 12% 

10 Kabupaten Jepara 38% 10% 

11 Kabupaten Karanganyar 53% 11% 

12 Kabupaten Kebumen 41% 10% 

13 Kabupaten Kendal 47% 7% 

14 Kabupaten Klaten 55% 10% 

15 Kabupaten Kudus 54% 10% 

16 Kabupaten Magelang 49% 14% 



7 
 

 
 

No. 
Nama Kota dan 

Kabupaten 

Alokasi Belanja 

Pegawai 

Alokasi Belanja 

Modal 

17 Kabupaten Pati 52% 14% 

18 Kabupaten Pekalongan 46% 10% 

19 Kabupaten Pemalang 54% 9% 

20 Kabupaten Purbalingga 56% 12% 

21 Kabupaten Purworejo 40% 12% 

22 Kabupaten Rembang 41% 10% 

23 Kabupaten Semarang 48% 16% 

24 Kabupaten Sragen 48% 10% 

25 Kabupaten Sukoharjo 47% 16% 

26 Kabupaten Tegal 47% 16% 

27 Kabupaten Temanggung 36% 13% 

28 Kabupaten Wonogiri 57% 19% 

29 Kabupaten Wonosobo 48% 17% 

30 Kota Magelang 36% 20% 

31 Kota Pekalongan 41% 17% 

32 Kota Salatiga 43% 14% 

33 Kota Semarang 36% 20% 

34 Kota Surakarta 38% 18% 

35 Kota Tegal 41% 13% 
     Sumber: (data diolah, 2022) 

Dari hasil perhitungan perbandingan di atas, pada tahun 2021 semua 

pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tidak mengalokasikan belanja 

modal minimum 30% sesuai Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 2015.  Padahal belanja modal digunakan untuk kepentingan pelayanan 

publik seperti pembangunan akses jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. 

Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan belanja 

pegawai yang proporsinya cenderung lebih besar dari belanja modal. Artinya 

mengindikasikan bahwa efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah belum optimal. Hal ini sejajar dengan penelitian Martini dan 

Dwirandra (2014) bahwa dengan tingginya belanja pegawai maka pemerintah 
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daerah mengalami pemborosan dalam hal belanja daerah. Karena 

pengeluarannya tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk belanja modal. 

Kondisi seperti inilah yang berpotensi menimbulkan kesulitan keuangan atau 

financial distress.   

Salah satu implikasi fenomena ketimpangan alokasi belanja modal dapat 

tercermin dari pembangunan akses jalan di beberapa titik daerah Provinsi Jawa 

Tengah. Berdasarkan Blorakab (2021), Kabupaten Blora memiliki ratusan 

kilometer jalan kabupaten yang kondisinya rusak sedang hingga rusak berat. 

Kerusakan jalan tersebut mencapai 439,45 km dengan anggaran yang 

dibutuhkan sebesar Rp. 300.000.000.000.000,00 untuk memperbaiki akses 

jalan. Hal ini menjadi salah satu masalah yang belum tercapai sesuai capaian 

indikator pembangunan RKPD pada triwulan kedua tahun 2021. Sehingga 

Pemerintah masih perlu mengusahakan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi 

anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora untuk proyeksi pendanaan 

infrastruktur dari APBD 2022 hanya Rp. 60.000.000.000,00. Dengan adanya 

keterbatasan tersebut, Bupati Kabupaten Blora berencana mengajukan 

pinjaman kepada perbankan sebesar Rp. 250.000.000.000,00. Skema pinjaman 

ini merupakan pemanfaatan anggaran infrastruktur untuk tahun 2023 dan 2024, 

dimana akan dilaksanakan sekaligus di tahun 2022. 

Selain di Kabupaten Blora, jalan rusak juga dirasakan di Kabupaten 

Pemalang. Menurut Puskapik (2022), akses jalan yang rusak mencapai 242, 92 

km dengan komposisi jenis kerusakan ringan sepanjang 79, 5 km sementara 

kerusakan berat sepanjang 163, 17 km. pemerintah Kabupaten Pemalang hingga 
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saat ini hanya mampu memperbaiki 6% dari total jalan yang rusak. Sejatinya, 

Bupati Kabupaten Pemalang telah menjanjikan akses jalan dapat teratasi selama 

dalam waktu kurang dari satu tahun masa kepemimpinannya. Keluhan akses 

jalan yang belum memadai juga terjadi pada Kabupaten Grobogan. 

Fenomena crazy rich di Kabupaten Grobogan yang membangun jalan 

menggunakan uang pribadinya baru-baru ini tengah viral. Berdasarkan berita 

Universitas Sebelas Maret (2022),  crazy rich tersebut adalah Joko Suranto. 

Joko Suranto merupakan alumni dari Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Fakultas Hukum. Fenomena ini menjadi trending topic dan menuai banyak 

komentar dari berbagai pihak warganet. Tentunya, hal tersebut memicu banyak 

pertanyaan mengenai apakah standar pelayanan minimal sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Jalan di Desa Jetis, Karangyung dibangun dengan 

anggaran sejumlah Rp. 2.800.000.000,00 dan dengan panjang 1,8 km. Jalan 

tersebut sudah 20 tahun tidak diperbaiki secara maksimal oleh pemerintah. 

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan banyaknya faktor atau 

indikator yang mempengaruhi financial distress pemerintah daerah. Salah 

satunya penelitian Syurmita (2014), Wulandari et al (2020), Carolina et al 

(2017) yang menemukan beberapa indikator yang mempengaruhi kondisi 

financial distress. Indikator tersebut dikelompokkan pada dua faktor yaitu 

faktor keuangan atau financial dan faktor non keuangan atau karakteristik 

pemerintah daerah. Begitu juga dalam penelitian ini menggunakan indikator 

faktor keuangan  dan karakteristik pemerintah daerah. Menurut Zakia dan 

Setiawan (2021), rasio keuangan bagian dari faktor keuangan yang mempunyai 
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pengertian sebagai perbandingan yang diungkapkan dari berbagai pos akun 

dalam laporan keuangan. Rasio keuangan biasa disebut dengan istilah financial 

ratio. Menurut Simanjuntak, dkk (2017) berpendapat bahwa adanya rasio ini 

penting dimanfaatkan dalam analisis keuangan pemerintah maupun perusahaan. 

Rasio keuangan menganalisis pergerakan keuangan pada laporan keuangan. 

Laporan keuangan adalah salah satu bukti nyata secara tertulis yang 

dapat dimanfaatkan sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan suatu organisasi, 

dalam sektor publik maupun sektor swasta. Anggaran belanja terdiri dari 

belanja modal, belanja operasional, dan lain-lain. Pengalokasian belanja modal 

merupakan kontribusi penting yang akan memberikan dampak pada segala 

fasilitas publik seperti pembangunan akses jalan, pembangunan sekolah, 

kesehatan, pendidikan, dan sebagainya yang memiliki tujuan untuk 

memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. 

Kinerja keuangan dapat dievaluasi dengan pengukuran yang 

memanfaatkan analisis perbandingan (rasio). Sehingga rasio keuangan menjadi 

faktor keuangan yang dapat terindikasi financial distress (Zakia & Setiawan, 

2021). Analisis rasio memiliki berbagai macam jenis rasio seperti analisis rasio 

pendapatan yang meliputi rasio efektivitas, rasio pertumbuhan pendapatan, 

rasio kemandirian keuangan, rasio varians pendapatan, derajat desentralisasi, 

bahkan rasio ketergantungan. Selain itu juga ada analisis belanja yang meliputi 

rasio pertumbuhan belanja, rasio efisiensi, rasio varians belanja, sampai rasio 

keserasian belanja.  
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Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan seperti rasio 

efektivitas, dimana rasio ini merupakan rasio yang mendeskripsikan kinerja 

keuangan daerah. Alasan peneliti menggunakan rasio efektivitas karena untuk 

melihat tingkat efektivitas pemerintah daerah melalui kinerja keuangannya. 

Karena pada dasarnya, pemerintah daerah yang memiliki tingkat efektivitas 

baik tentu memiliki kinerja keuangan yang baik. Artinya, pemerintah daerah 

mampu mengelola APBD tanpa terindikasi financial distress. Penelitian 

Mohamad Iqbal (2017) dan Zakia dan Setiawan (2021) bahwa rasio efektivitas 

tidak berpengaruh signifikan dengan financial distress. Sementara Elfiyana dan 

Arza (2022) mengemukakan jika nilai rasio efektivitas pemda pada uji t 

memiliki pengaruh terhadap financial distress yang signifikan.  

Analisis rasio dalam riset yang kedua adalah rasio efisiensi. Rasio ini 

merupakan pengukuran keuangan perbandingan antara realisasi belanja 

terhadap realisasi pendapatan yang diterima (Sartika, 2019). Alasan peneliti 

menggunakan rasio efisiensi dikarenakan analisis rasio efisiensi memiliki nilai 

kriteria yang berbanding terbalik dengan kinerja keuangan. Artinya pemerintah 

daerah dapat meminimalkan belanja operasional dibandingkan realisasi 

pendapatan. Hal ini dilakukan supaya dapat dialokasikan pada belanja modal 

yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah 

daerah yang memiliki rasio efisiensi yang kecil, tentu kinerja keuangannya 

bagus. Sehingga indikasi financial distress semakin kecil. Menurut Atmaja 

(2012) adanya pengaruh secara parsial antara rasio efisiensi terhadap financial 

distress. Peneliti Elfiyana dan Arza (2022) juga menegaskan jika rasio efisiensi 
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terhadap financial distress memiliki pengaruh signifikan dengan arah koefisien 

positif ketika melakukan uji t. Meskipun hal tersebut berbeda dengan penelitian 

Zakia dan Setiawan (2021) serta Wulandari dan Arza (2020) bahwa pada hasil 

output uji t dihasilkan jika rasio ini tidak memiliki pengaruh terhadap financial 

distress. 

Rasio pertumbuhan pendapatan merupakan pengukuran keuangan untuk 

melihat kemampuan pemerintah dalam menstabilkan pendapatan asli daerah 

(PAD) setiap tahunnya. Alasan peneliti memilih rasio tersebut dikarenakan 

rasio pertumbuhan pendapatan yang memiliki nilai positif dapat diartikan 

bahwa pemerintah daerah dapat meminimalisir belanja operasi demi 

mengalokasikan belanja modal lebih baik. Maka dari itu, dapat dikatakan 

pemerintah daerah siap melakukan pengadaan investasi pembangunan 

infrastruktur segala segala sarana dan prasarana. Sehingga indikasi adanya 

financial distress dalam pemerintah daerah lebih rendah. Menurut Elfiyana dan 

Arza (2022), Rusdi dan Fuad (2018), serta Wulandari dan Arza (2020) pada 

hasil output uji t rasio ini tidak ada pengaruh pada gejala financial distress. 

Berbeda menurut Zakia dan Setiawan (2021) pada risetnya dihasilkan output 

parsial bahwa rasio ini ada pengaruh yang positif terhadap angka financial 

distress. Riset ini juga dilakukan oleh Eliu (2014), bahwa rasio pertumbuhan 

PAD ada pengaruh yang signifikan pada tingkat financial distress pada hasil 

output uji t nya. 

Faktor keuangan yang keempat yaitu rasio kemandirian. Alasannya 

karena dengan adanya tingkat kemandirian pemerintah yang tinggi artinya 



13 
 

 
 

pemerintah tidak membebankan ketergantungan pada pusat/provinsi. Sehingga, 

dapat dikatakan jika Pemda memiliki status kinerja yang baik dalam 

memaksimalkan alokasi belanja modal untuk kepentingan sarana dan prasarana 

masyarakat. Maka dari itu, peluang adanya financial distress lebih kecil. 

Menurut Mutiara dan Lukfiah (2021), Wulandari dan Arza (2020), Rusdi dan 

Fuad (2018), serta Windiyanti dan Isfaatun (2019), hasil output uji t rasio ini 

tidak ada pengaruh terhadap financial distress. Sementara menurut pengujian 

hipotesis Mohamad Iqbal (2017), Fitriana (2017), dan Rahmat Danil (2019), 

dihasilkan pada output uji t rasio kemandirian keuangan ada pengaruh 

signifikan terhadap financial distress meskipun dengan arah koefisien negatif. 

Berbeda arah koefisien dengan riset Elfiyana dan Arza (2022) bahwa pada 

output uji t kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan positif 

pada financial distress. 

Variabel pada faktor keuangan yang terakhir adalah rasio solvabilitas. 

Alasannya karena rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam melunasi hutangnya dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. 

Semakin banyak aset yang dibiayai oleh hutang maka akan semakin besar 

kesulitan keuangan daerah karena pemerintah daerah memiliki kewajiban yang 

besar untuk membayar hutang. Sehingga rasio solvabilitas yang tinggi 

menandakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mengalokasikan belanja 

modalnya. Penelitian Atmaja (2012) menunjukkan bahwa rasio solvabilitas 

berpengaruh terhadap financial distress. Hasil yang serupa dilakukan oleh 

Islamiyatun (2021) bahwa rasio solvabilitas (debt ratio) berpengaruh negatif 
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dan signifikan terhadap kondisi financial distress. Sementara menurut Pangku 

dan Radjak (2021) rasio solvabilitas tidak berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen financial distress. 

Karakteristik pemerintah daerah memiliki ciri tersendiri atau ciri khas 

yang menjadi pembeda dengan pemerintah daerah lainnya. Karakteristik 

pemerintah daerah meliputi luas wilayah, pemekaran wilayah, ukuran 

pemerintah, jumlah populasi, umur daerah, latar belakang kepala daerah, hingga 

kesejahteraan. Dalam penelitian ini menggunakan variabel luas daerah/wilayah. 

Luas wilayah/daerah adalah rubrik geografis yang mempunyai sistem 

kelembagaan dilihat dari aspek fungsional dan aspek administratif. Menurut 

penelitian Wulandari dan Arza (2020) diinterpretasikan uji t bahwa luas wilayah 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress. Riset ini satu 

haluan dengan riset yang dilakukan Mutiara dan Arza (2019) jika luas wilayah 

pada uji t memiliki pengaruh positif pada financial distress. Penelitian ini tidak 

sejalan dengan hasil riset Zakia dan Setiawan (2021) bahwa luas wilayah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress.  

Jumlah penduduk merupakan seluruh masyarakat yang menetap 

berdasarkan aspek administratif dan fungsional pada suatu wilayah. Masyarakat 

yang tercantum dalam angka jumlah penduduk pemerintah daerah, tentunya di 

dalamnya ada segenggam hak & kewajibannya dalam mempergunakan fasilitas 

publik untuk kesejahteraan mereka. Tidak hanya itu, masyarakat tersebut juga 

berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut 

Wulandari dan Arza (2020) pada hasil uji t jumlah penduduk ada pengaruh pada 
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terhadap indikasi financial distress yang signifikan. Penelitian ini berbeda 

dengan Zakia dan Setiawan (2021) bahwa Kompleksitas Pemerintah Daerah 

(Jumlah Penduduk) tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. 

Hal ini didukung dengan penelitian Mutiara dan Suyatmin (2018). 

Variabel terakhir pada penelitian ini bagian dari karakteristik 

pemerintah daerah adalah opini audit. Opini audit merupakan opini/pendapat 

yang dikeluarkan oleh BPK setempat berdasarkan analisis laporan 

keuangannya. Opini audit adalah independensi auditor dalam memberikan 

kesimpulan tentang kondisi laporan keuangan berdasarkan tingkat kewajaran 

informasi. Menurut oleh Zakia dan Setiawan (2021) pada risetnya memperoleh 

output uji t bahwa variabel ini tidak ada pengaruh apapun pada financial distress 

dengan arah koefisien negatif. Hasil ini juga sama dengan penelitian Wulandari 

dan Arza (2020). Hasil penelitian ini berbeda dengan riset Indriaty (2018), opini 

audit berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Hasil penelitian yang 

sama dilakukan oleh Wicaksono (2015) jika variabel opini audit berpengaruh 

terhadap financial distress. 

Berdasarkan fenomena permasalahan di atas dan adanya kesenjangan 

dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda, maka judul 

penelitian ini adalah “Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik 

Pemerintah Daerah terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kota dan 

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun Periode 2017-2021)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah rasio efektivitas berpengaruh terhadap financial distress di Kota 

dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah? 

2. Apakah rasio efisiensi berpengaruh terhadap financial distress di Kota dan 

Kabupaten Provinsi Jawa Tengah? 

3. Apakah rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap 

financial distress di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah? 

4. Apakah rasio kemandirian keuangan berpengaruh terhadap financial 

distress di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah? 

5. Apakah rasio solvabilitas berpengaruh terhadap financial distress di Kota 

dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah? 

6. Apakah luas wilayah berpengaruh terhadap financial distress di Kota dan 

Kabupaten Provinsi Jawa Tengah 

7. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap financial distress di Kota 

dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah? 

8. Apakah opini audit BPK berpengaruh terhadap financial distress di Kota 

dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah? 

9. Apakah rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan asli 

daerah, rasio kemandirian keuangan, rasio solvabilitas, luas wilayah, jumlah 

penduduk, dan opini audit BPK berpengaruh terhadap financial distress di 

Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  
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a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio efektivitas terhadap 

financial distress pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah Periode 2017-2021. 

b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio efisiensi terhadap 

financial distress pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah Periode 2017-2021. 

c. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio pertumbuhan pendapatan 

asli daerah terhadap financial distress pada Pemda kota dan kabupaten 

di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021. 

d. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kemandirian keuangan terhadap 

financial distress pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah Periode 2017-2021. 

e. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio solvabilitas terhadap 

financial distress pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah Periode 2017-2021. 

f. Mengetahui dan menganalisis pengaruh luas wilayah terhadap financial 

distress pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 

Periode 2017-2021. 

g. Mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap 

financial distress pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah Periode 2017-2021. 
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h. Mengetahui dan menganalisis pengaruh opini audit BPK terhadap 

financial distress pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah Periode 2017-2021. 

i. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, 

rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio kemandirian keuangan, 

rasio solvabilitas, luas wilayah, jumlah penduduk, dan opini audit BPK 

terhadap financial distress pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi 

Jawa Tengah Periode 2017-2021. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Teoritis 

1) Akademis  

Berdasarkan manfaat teoritis pada bab akademis, diharapkan 

melalui penelitian ini dapat memperluas dunia keilmuan atau 

pengetahuan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta 

dapat menjadi bahan referensi atau telaah pustaka bagi peneliti lain 

yang berkaitan dengan financial distress dalam pemerintah.  

2) Peneliti  

Berdasarkan manfaat teoritis untuk peneliti lain, diharapkan dapat 

menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan tentang faktor 

keuangan seperti rasio pertumbuhan PAD, rasio efisiensi, rasio 

kemandirian, rasio efektivitas, rasio solvabilitas, dan lain-lain. 
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Selain itu juga dapat menambah pengetahuan tentang karakteristik 

pemerintah daerah seperti luas daerah dan jumlah penduduk daerah. 

Serta menambah pengetahuan mengenai faktor pengaruh dari 

adanya financial distress dalam pemerintah. 

b. Praktis  

1) Masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi tempat keterbukaan dan 

ketransparansian kepada masyarakat mengenai pelayanan publik 

pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. 

2) Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah dalam 

mempertimbangkan penilaian kinerja setiap instansi. Selain itu, 

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bentuk keakuntabilitasan 

pelayanan publik kepada masyarakat. 

D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan dimanfaatkan guna memberikan gambaran 

mengenai keseluruhan isi dalam penelitian yang telah disesuaikan berlandaskan 

buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 

Tahun 2022. Sistematika penulisan tersebut adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang 

menjadi titik dasar peneliti melakukan penelitian tentang financial distress yang 
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dipengaruhi oleh faktor keuangan dan karakteristik pemerintah daerah. 

Rumusan masalah yang berisi pertanyaan mengenai penelitian tersebut. 

Tujuannya untuk mengetahui hal yang ingin dicapai dalam penelitian. 

Sementara manfaat penelitian adalah harapan peneliti supaya penelitian ini 

mampu memberikan kebermanfaatan bagi banyak pihak.   

BAB II LANDASAN TEORI  

Bagian ini menjabarkan teori secara lebih luas sebagai dasar penelitian serta 

review dari riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan sebagai acuan 

peneliti dalam memecahkan rumusan masalah. Pada bagian ini juga 

melampirkan kerangka berfikir disertai hipotesis penelitian sebagai praduga 

yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah bab yang isinya terdiri dari jenis, pendekatan, setting, 

populasi dan sampel, variabel, sumber data, teknik pengumpulan data, hingga 

metode analisis data yang digunakan pada penelitian. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data penelitian yang 

diperoleh pada pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan 

pembahasan mengenai hasil analisis data yang diinterpretasikan secara 

sederhana guna menjawab permasalahan pokok dalam rumusan masalah. 

BAB V SIMPULAN 

Bagian akhir dalam penelitian ini berkaitan dengan penyampaian simpulan dari 

riset, keterbatasan dan saran untuk peneliti yang akan datang 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Mengacu hasil analisis data yang diolah dengan bantuan aplikasi E-

Views 10, dapat ditarik beberapa benang merah yang dijadikan simpulan 

riset sebagai berikut.  

1. Rasio efektivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial 

distress. Artinya rasio efektivitas secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap financial distress. Semakin tinggi efektivitas kinerja keuangan 

pemerintah daerah maka semakin rendah potensi terjadinya financial 

distress.   

2. Rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial 

distress. Artinya rasio efisiensi secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap financial distress. Semakin efisien kinerja keuangan 

pemerintah daerah maka semakin rendah potensi terjadinya financial 

distress. 

3. Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. Alasannya karena ada faktor 

lain yang perlu dipertimbangkan yaitu pengalokasian belanja modal 

yang belum memenuhi target dengan persentase minimal 30%. 

4. Rasio kemandirian keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap financial distress. Semakin tinggi kemandirian keuangan 
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pemerintah daerah berarti daerah tersebut memiliki kemampuan 

keuangan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. 

Sehingga tidak berpotensi terindikasi financial distress.  

5. Rasio solvabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Artinya semakin tinggi kemampuan daerah dalam memenuhi 

kewajibannya maka cenderung tidak mengalami financial distress. 

6. Luas wilayah secara parsial tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Artinya semakin luas daerah yang dimiliki suatu pemerintah 

kota dan kabupaten, apabila diimbangi dengan pendapatan per kapita 

yang tinggi tentu tidak berpengaruh terhadap indikasi masalah financial 

distress. 

7. Jumlah penduduk secara parsial tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Alasanya jumlah penduduk yang masuk dalam jangkauan 

pemerintah justru akan memberikan kontribusi pada pemerintah berupa 

pendapatan retribusi pajak hingga retribusi daerah. 

8. Opini audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Alasannya persentase alokasi belanja modal yang tidak sesuai standar 

(minimal 30%) tidak dapat hanya dilihat dari opini audit saja. 

9. Rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio 

kemandirian keuangan, rasio solvabilitas, luas daerah, jumlah 

penduduk, dan opini audit BPK secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap financial distress pada pemerintah daerah 

kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.  
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B. Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan penelitian yaitu sebagai 

berikut.  

1. Keterbatasan pada objek penelitian, dimana penelitian terbatas hanya 

mengambil objek pada Pemerintah daerah kabupaten dan kota di 

Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021 yang memenuhi kriteria, 

sehingga masih banyak kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah 

yang tidak menjadi sampel penelitian. 

2. Keterbatasan pada rentang waktu penelitian, yakni hanya dalam rentang 

waktu 5 tahun mulai dari tahun 2017-2021. 

3. Keterbatasan pada variabel penelitian, yakni hanya pada variabel bebas 

“Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, 

Rasio Kemandirian, Rasio Solvabilitas, Luas Daerah, Jumlah Penduduk, 

Daerah dan Opini Audit BPK”. 

Sehingga berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka 

disampaikan saran baik bagi pemerintah daerah maupun bagi peneliti 

lainnya, diantaranya sebagai berikut. 

1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan lagi 

belanja modal pada APBD dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan faktor keuangan dan karakteristik daerah yang 

dimilikinya dalam mengelola keuangan pemerintah agar terhindar dari 

indikasi financial distress. Tentunya disesuaikan dengan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menitikberatkan bahwa 

alokasi belanja modal harus berporsi minimal 30%. 

2. Bagi peneliti lainnya, diharapkan keterbatasan dalam penelitian ini 

dapat disempurnakan dan dikembangkan antara lain sebagai berikut. 

a. Dengan menggunakan kriteria sampel yang lebih valid supaya data 

sampel yang diperoleh lebih banyak dan dapat menambah periode 

penelitian agar dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat, 

b. Dengan memperbanyak variabel bebas yang memiliki korelasi atau 

pengaruh lebih besar pada indikasi financial distress, seperti ukuran 

pemerintah, umur pemerintah, rasio derajat desentralisasi, dan lain-

lain, 

c. Dengan memperluas populasi yang digunakan ke beberapa daerah 

maupun provinsi lainnya (salah satunya Provinsi Jawa Timur yang 

memiliki kota dan kabupaten terbanyak atau dalam lingkup nasional 

yaitu kota dan kabupaten di seluruh Indonesia), 

d. Financial distress pada sektor publik seperti pemerintah belum ada 

pengukuran kuantitatifnya. Sehingga untuk perhitungannya tidak 

hanya mengacu pada rumus penelitian ini, bisa juga dengan 

menerapkan rumus DSCR sesuai Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2005. 
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C. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Peneliti mengharapkan supaya hasil riset yang telah dilakukan dapat 

menjadi bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang 

khususnya lingkup UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan 

umumnya semua peneliti. Serta dapat memberikan kontribusi untuk 

perkembangan ilmu akuntansi sektor publik khususnya pada analisis 

rasio. Mengingat belum banyak riset mengenai financial distress 

pada  

2. Implikasi Praktis 

Fenomena “financial distress” yang ada pada penelitian ini, 

diharapkan dapat menjadikan pemda termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja otonomi daerahnya. Serta kesadaran setiap 

pemda dalam mengoptimalkan anggaran belanja modal 
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